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EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG
IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARO

Reza Pramana
22031000064

ABSTRAK

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan kebijakan nasional yang
menekankan keterlibatan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim melalui kegiatan berbasis lingkungan di tingkat lokal. Keberhasilan
pelaksanaan program ini tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi
juga oleh kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi
manajerial, khususnya fungsi organizing. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung
Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan
penelitian meliputi pimpinan dan pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan
ProKlim. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data,
serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pembagian
tugas antarbidang masih belum terintegrasi secara menyeluruh, dan koordinasi
lintas sektor belum berlangsung secara konsisten. Kondisi tersebut berdampak pada
pelaksanaan ProKlim yang cenderung terfokus pada kegiatan tertentu, seperti
pengelolaan sampah, sementara aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
lainnya belum dikembangkan secara seimbang. Oleh karena itu, penguatan struktur
organisasi, kejelasan peran, serta peningkatan mekanisme koordinasi lintas pihak
menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program
Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

Kata kunci: efektivitas, fungsi organizing, Program Kampung Iklim, Dinas
Lingkungan Hidup, Kabupaten Karo.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Program Kampung Iklim atau ProKlim merupakan salah satu inisiatif strategis
Pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK). Program ini dirancang untuk memperkuat aksi masyarakat
dalam menghadapi perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi berbasis
lokal. ProKlim mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengelolaan sampah dan
limbah, peningkatan ketahanan pangan, konservasi air, penghijauan, efisiensi
energi, hingga pengendalian penyakit akibat perubahan iklim. Cakupan kegiatan
yang luas ini menuntut sinergi antara Pemerintah, masyarakat, dan berbagai
pemangku kepentingan agar ProKlim dapat berjalan efektif.

Pelaksanaan ProKlim memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, yang menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian
pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penguatan kapasitas masyarakat
dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 secara khusus mengatur
tentang pelaksanaan Program Kampung Iklim, termasuk mekanisme pembinaan,

penilaian, dan pelaporan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Kerangka hukum ini



menegaskan bahwa ProKlim merupakan bagian integral dari kebijakan nasional
menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Kabupaten Karo merupakan salah satu Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang
telah mengadopsi Program Kampung Iklim melalui Dinas Lingkungan Hidup
(DLH). Daerah ini memiliki karakteristik ekologis yang khas dengan bentang alam
pegunungan, lahan pertanian hortikultura, serta kawasan wisata seperti Berastagi
dan Kabanjahe. Potensi ini sekaligus menghadirkan tantangan terhadap
pengelolaan lingkungan, terutama karena peningkatan aktivitas pertanian,
pariwisata, dan permukiman yang berpotensi memperbesar emisi dan menurunkan
kualitas lingkungan. Dalam konteks inilah, ProKlim di Kabupaten Karo menjadi
instrumen penting untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan menumbuhkan
aksi komunitas desa dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal.

Pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo melibatkan berbagai organisasi dan
aktor. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai koordinator teknis yang mengatur
perencanaan, pembinaan, serta evaluasi kegiatan. Namun, keberhasilan program
tidak hanya bergantung pada DLH, melainkan juga pada sinergi dengan instansi
lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah (Bappelitbangda) dalam perencanaan dan pembiayaan. Selain itu, peran
Pemerintah kecamatan, desa, kelompok ProKlim, PKK, Karang Taruna, serta mitra
swasta juga sangat menentukan. Kolaborasi lintas organisasi ini idealnya
mencerminkan sistem kerja yang terstruktur, tetapi di lapangan masih sering

berjalan parsial dan sektoral.



Peran Bappelitbangda Kabupaten Karo sangat krusial dalam hal ini. Sebagai
lembaga perencana pembangunan Daerah, Bappelitbangda berperan dalam
merancang kebijakan dan strategi lintas sektor agar program lingkungan, termasuk
ProKlim, dapat terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah
Daerah (RPJMD) dan program prioritas Pemerintah abupaten. Bappelitbangda juga
bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai stakeholder, mulai dari Dinas
Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis, hingga Pemerintah desa sebagai
pelaksana di lapangan. Melalui pendekatan kolaboratif, lembaga ini mendorong
penyusunan program ProKlim berbasis data wilayah dan potensi lokal yang sesuai
dengan karakteristik ekologi dan sosial masyarakat Karo. Dukungan perencanaan
dari Bappelitbangda mencakup penyediaan anggaran, sinkronisasi kegiatan
antarinstansi, serta integrasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke
dalam dokumen perencanaan Daerah.

Menurut Suciasth dkk (2024, hal. 7) menunjukkan bahwa implementasi
ProKlim di berbagai Daerah masih belum optimal karena lemahnya koordinasi
antarinstansi dan terbatasnya kapasitas organisasi pelaksana di tingkat Daerah.
Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo
terletak pada aspek pengorganisasian atau organizing. Struktur organisasi
pelaksana di DLH masih belum menunjukkan pembagian peran yang jelas antara
bidang-bidang internal, sementara hubungan koordinatif dengan organisasi lain
belum terbentuk secara efektif. Beberapa desa binaan melaporkan bahwa
pendampingan kegiatan seperti konservasi air, penghijauan, atau efisiensi energi

tidak berlangsung secara berkelanjutan. Akibatnya, pelaksanaan ProKlim di



lapangan sering kali hanya menonjolkan kegiatan pengelolaan sampah karena
dianggap lebih mudah diukur dan dilaksanakan, sementara aspek lain dari ProKlim
belum mendapat perhatian yang seimbang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa
substansi ProKlim yang seharusnya menyeluruh masih belum terwujud sepenuhnya
di Kabupaten Karo.

Keadaan tersebut mencerminkan kondisi nyatanya, di mana ProKlim di
Kabupaten Karo telah terlaksana tetapi masih berfokus pada isu tertentu dan belum
terintegrasi secara penuh antar bidang. Idealnya atau dalam kondisi yang
seharusnya, ProKlim dijalankan sebagai program kolaboratif yang melibatkan
seluruh bidang terkait, dengan pembagian peran yang jelas dan mekanisme
koordinasi yang kuat. Fungsi organizing seharusnya berperan dalam memastikan
adanya struktur kerja yang efisien, komunikasi lintas organisasi yang terarah, serta
sistem pemantauan terpadu atas seluruh kegiatan ProKlim.

Penelitian ini menjadi penting karena efektivitas ProKlim tidak hanya
ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kekuatan sistem organisasi
Pemerintah Daerah yang mengelolanya. Fungsi organizing yang baik mampu
mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis dari berbagai
instansi agar program tidak berjalan sektoral. Dengan menelaah efektivitas fungsi
organizing dalam pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Karo, penelitian ini berupaya
memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana struktur organisasi, pola
koordinasi, serta pembagian peran antaraktor berpengaruh terhadap keberhasilan
program lingkungan berbasis komunitas di tingkat lokal. Hasil kajian ini diharapkan

dapat memperkuat praktik tata kelola kelembagaan Daerah agar ProKlim menjadi



gerakan adaptasi dan mitigasi iklim yang berkelanjutan dan berdaya guna.
Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
“EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG
IKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARO.”
1.2. Rumusan Masalah

Dalam konteks meningkatnya tantangan dalam Program Kampung Iklim
pentingnya fungsi manajerial dalam organisasi publik, penelitian ini berfokus pada
upaya memahami “Bagaimana efektivitas fungsi organizing dalam Program
Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo?”
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi organizing dalam
Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
1.4. Manfaat Penelitian

Suatu Penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian
tersebut memberi manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
adalah:
a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu

administrasi publik, khususnya terkait implementasi fungsi organizing dalam tata
kelola lingkungan berbasis program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini turut
memberikan kontribusi pada pengembangan teori organisasi sektor publik dengan

menekankan bagaimana pengaturan struktur, mekanisme koordinasi, pembagian



peran, dan keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan memengaruhi efektivitas
pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di tingkat pemerintah daerah.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan
fungsi organizing, khususnya dalam pengaturan koordinasi, pembagian peran,
integrasi kerja, dan kolaborasi lintas pihak pada pelaksanaan Program Kampung
Iklim (ProKlim). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar perumusan
kebijakan operasional yang lebih efektif guna memperkuat tata kelola lingkungan
berbasis partisipasi masyarakat di daerah.
1.5. Sistematika Penulisan
BABI : PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian
BABII : URAIAN TEORITIS
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan
pengertian efektivitas, fungsi organizing, Program Kampung Iklim
(ProKlim), dan hubungan program dengan organizingnya.
BAB III : METODE PENELITIAN
Pada bab ini menguraikan jenis penelitian, kerangka konsep,definisi
konsep, kategorisasi penelitian, tenik pengumpulan data, teknik analisis

data, lokasi dan waktu penelitian



BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan
menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari narasumber
BABYV : PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang
diteliti
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II
URAIAN TEORITIS

2.1. Efektivitas
2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan indikator utama dalam administrasi publik yang
menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan secara terukur, terarah, dan
berdampak. Efektivitas tidak sekadar menilai output, tetapi juga menilai kesesuaian
hasil dengan tujuan, kualitas proses kerja, serta dampaknya bagi sasaran kebijakan.
Dalam sektor publik, efektivitas memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi
privat karena tidak hanya berorientasi pada kinerja internal, tetapi juga pada
kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas
menjadi instrumen evaluasi yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan dampak
sosial yang dihasilkan.

Menurut Nuraida (2019, hal. 4) efektivitas ialah pengukuran dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas tidak
hanya diukur dari keberhasilan menyelesaikan program, tetapi juga dari tingkat
ketepatan sasaran, relevansi implementasi, serta keberterimaan manfaat oleh
masyarakat. Penelitian tersebut menekankan bahwa program yang berjalan tanpa
mengacu pada indikator pengukuran yang jelas tidak dapat dikategorikan efektif,
sekalipun realisasinya berjalan tanpa hambatan teknis.

Menurut Febrian dan Maharani (2021 hal 39) menegaskan efektivitas dalam

organisasi publik dapat diartikan sebagai perbandingan antara outcome dan output



program, di mana efektivitas dinilai dari dampak yang dialami setelah
implementasi. Dalam perspektif ini, organisasi dapat dikatakan efektif jika
kebijakan dan layanan yang dihasilkan mampu menjadi solusi nyata atas masalah
publik yang mendasari lahirnya program tersebut. Artinya, efektivitas tidak hanya
mencerminkan keberhasilan administratif, tetapi juga keberhasilan substantif dalam
menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

Efektivitas bukan kondisi statis, melainkan kemampuan organisasi
mempertahankan performa kebijakan agar tetap relevan, adaptif, serta memberikan
dampak yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan program
tidak hanya dilihat dari capaian awal, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan
kualitas implementasi dalam jangka panjang.

Dalam pengelolaan sampah, misalnya, efektivitas tercermin pada
menurunnya residu sampah, meningkatnya cakupan layanan, membaiknya
koordinasi kelembagaan, serta timbulnya perubahan perilaku publik dalam
pengelolaan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas mencakup dimensi
internal organisasi dan eksternal dampak layanan.

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, efektivitas dalam penelitian ini
dimaknai sebagai tingkat keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
dalam menjalankan proses organizing untuk mewujudkan pengelolaan sampah
yang optimal, terkoordinasi, tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan baik
pada aspek tata kelola kelembagaan, kualitas layanan, maupun perubahan kondisi

lingkungan dan respons publik.
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2.1.2. Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas dalam kajian administrasi publik tidak bersifat tunggal, melainkan
memiliki tingkatan analisis yang berbeda sesuai dengan unit pengukuran
kinerjanya.

Robbins dan Judge (2021, hal. 25) mengemukakan bahwa :

1. Efektivitas Individu menggambarkan kemampuan seseorang dalam
melaksanakan tanggung jawab dan tugas sesuai dengan target yang telah
ditentukan.

2. Efektivitas Kelompok mencerminkan tingkat keberhasilan tim kerja dalam
menyelesaikan pekerjaan secara kolaboratif dan efisien.

3. Efektivitas Organisasi merupakan hasil sinergi dari kinerja individu dan
kelompok dalam mencapai tujuan bersama secara menyeluruh.

Pembagian ini penting karena keberhasilan organisasi publik tidak hanya
ditentukan oleh capaian institusional, tetapi juga dipengaruhi oleh performa aktor
pelaksana dan kolaborasi antar unit kerja. Dengan demikian, pengukuran efektivitas
harus dipahami secara berlapis dan saling terhubung antara kapasitas sumber daya
manusia, kerja kolektif, serta tata kelola organisasinya.

Efektivitas pada level individu berkaitan dengan kemampuan aparatur
dalam menjalankan tugas, ketepatan menyelesaikan pekerjaan, serta kepatuhan
terhadap standar operasional yang berlaku. Dalam konteks pelayanan publik,
efektivitas individu menjadi fondasi awal yang menentukan kualitas pelaksanaan
program, sebab kegagalan pada level individu akan berdampak pada koordinasi dan

output organisasi secara keseluruhan.
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Menurut Lestari (2020, hal. 101) bahwa komunikasi organisasi dapat
menjalankan fungsi utama dalam proses pembagian peran, koordinasi, dan
penyelarasan kerja antar-unit. [a menekankan bahwa komunikasi ke bawah, ke atas,
dan horizontal dapat meningkatkan kejelasan instruksi, memperkuat hubungan
kerja, dan menciptakan keterlibatan anggota dalam penyelesaian program
2.1.3. Indikator Efektivitas

Pengukuran efektivitas organisasi dalam administrasi publik membutuhkan
seperangkat indikator yang tidak hanya menggambarkan capaian administratif,
tetapi juga kebermanfaatan program bagi masyarakat.

Menurut Ariani (2023, hal. 37-38), efektivitas organisasi publik dapat
dilihat dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kesesuaian output, dan tingkat
pemanfaatan hasil oleh kelompok sasaran. Indikator ini menegaskan bahwa
keberhasilan kerja organisasi publik tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan,
tetapi juga dari akurasi hasil terhadap kebutuhan yang telah dipetakan sebelumnya.

Menurut Bowo dan Mahrudi (2022, hal. 106-110) Kepuasan publik
seringkali dijadikan indikator output sosial dalam evaluasi efektivitas organisasi
sektor publik. Pengukuran kepuasan mencakup aspek seperti keberlanjutan layanan
kebersihan, kenyamanan lingkungan, dan respons lembaga terhadap pengaduan
unsur-unsur yang merefleksikan dampak program bagi masyarakat pengguna
layanan.

Indikator operasional mencakup ketepatan perencanaan, keterpaduan
koordinasi, serta efisiensi pelaksanaan program, sedangkan indikator sosial

mencakup dampak kebijakan terhadap kesehatan lingkungan, keterlibatan
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komunitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Artinya, pengukuran
efektivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah harus dilakukan
secara menyeluruh, mencakup dimensi administratif sekaligus ekologis dan sosial.

Berdasarkan landasan empiris tersebut, penelitian ini menggunakan indikator
efektivitas yang mencakup:

(1) ketepatan sasaran program,

(2) ketepatan waktu pelaksanaan,

(3) kesesuaian output dengan rencana,

(4) tingkat kepuasan dan manfaat bagi masyarakat,

(5) keberlanjutan dampak lingkungan, serta

(6) keterpaduan koordinasi dan respons kelembagaan.

Dengan demikian, efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo tidak
hanya dimaknai sebagai keberhasilan teknis operasional, tetapi juga sebagai
kemampuan mewujudkan perbaikan lingkungan yang terukur, partisipatif, dan
berkelanjutan.

2.2. Organizing (Pengorganisasian)
2.2.1. Pengertian Organizing

Organizing dalam manajemen publik merujuk pada proses pengaturan
sumber daya organisasi, termasuk manusia, sarana, alur koordinasi, serta
mekanisme kerja, agar tujuan institusi dapat dicapai secara sistematis dan efisien.
Dalam administrasi publik, fungsi organizing tidak hanya berfokus pada pembagian

tugas dan wewenang, tetapi juga mencakup pembentukan struktur formal,
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mekanisme koordinasi, serta sistem komunikasi yang mendukung efektivitas
kelembagaan.

Menurut Rainey (2015, hal. 359) fungsi organizing dalam organisasi publik
berperan strategis untuk menempatkan sumber daya secara proporsional dan
terkoordinasi melalui prosedur operasional baku (SOP) dan mekanisme koordinasi,
sehingga mengurangi risiko tumpang tindih kewenangan. Selain itu, struktur
organisasi yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan
lingkungan sosial dan dinamika kebijakan agar pelayanan publik tetap adaptif dan
responsif terhadap perubahan.

Transformasi fungsi organizing pada institusi publik saat ini mengarah pada
penerapan konsep organisasi adaptif dan kolaboratif yang menekankan
desentralisasi keputusan, penguatan peran unit kerja, serta percepatan alur
koordinasi lintas bagian. Model organizing yang fleksibel ini mendorong
pengambilan keputusan yang lebih responsif, khususnya dalam pengelolaan isu
strategis berbasis kewilayahan seperti lingkungan dan kebencanaan.

Kejelasan penugasan, alur pelaporan, serta mekanisme supervisi merupakan
elemen penting dalam menentukan keberhasilan fungsi organizing pada lembaga
pemerintah. Ketidakjelasan struktur koordinasi dan pembagian peran dapat
menghambat sinergi kerja, menurunkan efisiensi program, dan memicu fragmentasi
antar unit organisasi. Dengan demikian, organizing tidak hanya menjadi fungsi
administratif, tetapi juga instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola

organisasi publik secara menyeluruh.
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2.2.2. Karakteristik Organizing

Karakteristik organizing meliputi sejumlah aspek pokok yang membedakan
pengorganisasian yang efektif dan yang kurang efektif. Salah satu karakteristik
penting adalah adanya pembagian tugas yang jelas dan spesifik, sehingga setiap
unit mengetahui tanggung jawabnya dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang-tindih

Menurut Sudrajat dkk (2025, hal. 33-48) bahwa restrukturisasi organisasi
daerah yang mencakup penguatan koordinasi antar unit kerja meningkatkan kualitas
layanan publik secara signifikan. Karakteristik lain adalah fleksibilitas struktur
organisasi menunjukkan bahwa organisasi yang struktur internalnya terlalu kaku
mengalami hambatan komunikasi dan adaptasi, sedangkan organisasi yang
struktur-nya fleksibel cenderung memiliki jaringan komunikasi internal yang lebih
efektif dan koordinasi lintas unit juga menjadi karakteristik utama.

Dengan demikian, karakteristik organizing yang baik mencakup: pembagian
tugas yang spesifik, struktur organisasi yang adaptif, mekanisme wewenang dan

tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi antar-unit yang efektif.

2.2.3. Fungsi Organizing

Menurut P.Robbins & Mary Fungsi organizing memiliki beberapa peran utama
dalam manajemen organisasi publik, antara lain:

(1) Melaksanakan tanggung jawab pimpinan,

(2) Melakukan pemberian motivasi kepada anggota

(3) Koordinasi dengan komunikasi, dan

(4) Menetapkan pengarahan dan tujuan.
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Menurut Ekowati (2024, hal. 145) menampilkan bahwa struktur organisasi
yang dirancang dengan baik aspek fungsi organizing memberikan kontribusi
terhadap kesiapan aparat dalam menghadapi perubahan layanan publik. Fungsi
organizing juga berkontribusi pada efisiensi operasional: struktur yang tepat
mempersingkat alur pengambilan keputusan dan mempercepat pelaksanaan tugas
sehari-hari.

Dalam organisasi yang menangani pengelolaan sampah, fungsi organizing
membantu memastikan bahwa unit pengangkutan, unit pemilahan, dan unit
pengolahan memiliki peran, mekanisme koordinasi, dan sumber daya yang tepat
agar sistem berjalan terintegrasi.

2.2.4. Tujuan Organizing

Tujuan utama dari fungsi organizing adalah menciptakan kondisi internal
organisasi dimana aktivitas kerja dapat berjalan secara tertata, efisien, dan
terkoordinasi sehingga organisasi mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Cedergren (2024, hal 145) bahwa organisasi publik yang
menerapkan struktur kerja yang jelas dan pembagian tugas yang tepat menunjukkan
peningkatan signifikan dalam pencapaian tujuan dan efisiensi pelayanan.

Menurut Said (2024, hal. 537) menunjukkan bahwa integrasi unit kerja
melalui mekanisme organizing yang baik memfasilitasi respons cepat terhadap
perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat. Tujuan lainnya adalah memperkuat
adaptabilitas organisasi terhadap dinamika tugas dan lingkungan eksternal.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, fungsi organizing memungkinkan

instansi publik seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo untuk
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melaksanakan pengelolaan sampah secara lebih terarah, mengikuti prosedur yang
tertib, dan dapat diukur kinerjanya. Struktur organisasi yang tertata memungkinkan
alur kerja mulai berjalan sinergis, sehingga target lingkungan yang bersih dan sehat
dapat lebih cepat tercapai.

Secara lebih luas, organisasi yang struktur internalnya konsisten dengan
tujuan strategis tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang
pada gilirannya mendukung keberlanjutan program Kampung Iklim.

Dengan demikian, tujuan organizing dirumuskan sebagai upaya sistematis
untuk membangun struktur, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang dapat
mendukung efektivitas Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

2.2.5. Ciri-Ciri Organizing

Ciri-ciri organisasi yang memiliki fungsi organizing yang baik antara lain:
struktur organisasi yang jelas dan sederhana, unit kerja terbagi berdasarkan fungsi
operasional, jalur wewenang dan tanggung jawab tercermin dengan jelas, sistem
koordinasi yang berjalan secara rutin dan efektif, serta kemampuan organisasi untuk
melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan operasional.

Danko (2023, hal. 95) mengemukakan bahwa organisasi yang bertransisi
ke bentuk yang lebih mandiri menunjukkan ciri-ciri: desentralisasi wewenang,
komunikasi horizontal yang lebih tinggi, dan struktur yang tidak terlalu birokratis.

Ciri lainnya yang relevan ialah transparansi tugas dan alur kerja sebuah
studi mengenai efektifitas kerja organisasi publik menyebut bahwa ketika

koordinasi internal meningkat, tingkat efektivitas juga meningkat.
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Dengan mengenali ciri-ciri tersebut, peneliti dapat menilai tingkat kualitas
fungsi organizing dalam instansi publik yang menjadi objek penelitian.
2.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organizing

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi organizing dalam
organisasi publik mencakup kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi,
mekanisme koordinasi, teknologi, budaya organisasi, dan lingkungan eksternal
seperti regulasi serta partisipasi masyarakat.

Wibowo (2021, hal. 81-83) mengemukakan kualitas sumber daya manusia
menjadi kunci dalam keberhasilan fungsi manajerial, karena kompetensi dan
motivasi pegawai menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dalam setiap unit
kerja.

Menurut Sari dan Nugroho (2022, hal. 155-168) bahwa struktur organisasi
yang terlalu hierarkis dapat menghambat proses koordinasi antarbidang, sementara
struktur yang lebih datar (flat structure) mendorong efisiensi dan kolaborasi
antarpegawai. Efektivitas organisasi publik di Indonesia sangat bergantung pada
sejauh mana koordinasi lintas unit dan komunikasi internal dijalankan secara rutin
dan terarah.

Menurut Putra dan Rahmawati (2023, hal. 201-215) bahwa faktor teknologi
informasi dan sistem digital menjadi katalis utama dalam penguatan fungsi
organizing, karena teknologi memungkinkan arus informasi yang cepat dan
transparan. Faktor eksternal seperti regulasi dan dukungan kebijakan pemerintah

juga memiliki pengaruh besar. regulasi yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam
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implementasi kebijakan lingkungan dapat memperkuat efektivitas fungsi organisasi
publik, khususnya dalam pengelolaan sampah dan kebersihan kota.

Dengan demikian, efektivitas organizing sangat bergantung pada integrasi
antara faktor internal (SDM, struktur, budaya) dan eksternal (regulasi, teknologi,
partisipasi masyarakat) yang saling melengkapi dan memperkuat fungsi organisasi
secara menyeluruh.

2.3. Hubungan Organizing Dengan Program Kampung Iklim (ProKlim)

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berbasis partisipasi
masyarakat yang menuntut kolaborasi terpadu antara pemerintah, komunitas, dan
pemangku kepentingan lokal dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,
termasuk pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurut Putri dan Hadi (2022, hal. 44-59) Keberhasilan ProKlim tidak
hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah
daerah menjalankan fungsi manajerial internal, khususnya organizing, dalam
mengatur sumber daya dan alur koordinasi program. Dalam konteks administrasi
publik, keberhasilan program berbasis lingkungan berkorelasi kuat dengan model
pengorganisasian yang mampu menciptakan integrasi peran dan tata kelola
kolaboratif.

Purwanto dan Hidayat (2022, hal. 182-195) mengemukakan organizing
dalam implementasi ProKlim mencakup pembagian peran antar pelaksana,
pengaturan struktur kerja, serta penetapan mekanisme koordinasi lintas aktor mulai
dari pemerintah daerah, desa, kelompok ProKlim, hingga kader lingkungan. Tanpa

pengaturan organisasi yang jelas, program rentan mengalami tumpang tindih peran
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dan lemahnya efektivitas eksekusi. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi
struktural yang kuat antara lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat menjadi
faktor kunci dalam keberhasilan program lingkungan berbasis komunitas.

Dalam ProKlim, organizing juga berfungsi untuk membangun pola
komunikasi kerja serta pengendalian operasional kegiatan seperti pengelolaan bank
sampah, kampanye lingkungan, pelaporan kegiatan, dan pemantauan indikator
program. Mekanisme organisasi yang sistematis mampu memperkuat komunikasi
lintas pelaksana sehingga proses pengambilan keputusan, evaluasi, dan monitoring
berjalan lebih responsif. Dengan demikian, efektivitas ProKlim tidak hanya
ditentukan oleh intensitas kegiatan, tetapi juga oleh struktur pengorganisasian yang
mampu menggerakkan partisipasi publik secara terkoordinasi.

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, organizing
menjadi faktor penentu dalam membangun konektivitas antara sistem birokrasi dan
gerakan lingkungan berbasis masyarakat. Efektivitas ProKlim akan meningkat
apabila pengaturan peran, pembagian tugas, dan sistem kolaborasi kelembagaan
berjalan sinkron dan terintegrasi.Oleh karena itu, hubungan antara organizing dan
ProKlim dapat dipahami sebagai kekuatan internal organisasi dalam membangun
koordinasi, kolaborasi, serta keberlanjutan tata kelola lingkungan berbasis

komunitas.

2.4. Program Kampung Iklim (ProKlim)

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan inisiatif nasional yang
menekankan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

melalui kegiatan berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan,
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konservasi air, serta pengelolaan energi terbarukan. Pelaksanaan ProKlim
membutuhkan dukungan organisasi yang kuat karena melibatkan berbagai aktor
pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan,
dan dunia usaha yang harus bekerja secara terkoordinasi. Dalam konteks ini, fungsi
organizing menjadi fondasi penting yang mengatur struktur, pembagian peran, serta
mekanisme kerja antarpihak agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut KLHK (2024) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
keberhasilan ProKlim di tingkat lokal sangat bergantung pada sejauh mana
pemerintah daerah mampu membentuk struktur organisasi yang responsif dan
kolaboratif. Melalui fungsi organizing, Dinas Lingkungan Hidup dapat memastikan
adanya kejelasan peran antara unit pelaksana teknis, perangkat desa, serta
komunitas penggerak lingkungan dalam melaksanakan kegiatan ProKlim seperti
pengelolaan sampah terpadu, bank sampah, dan pemanfaatan kembali bahan
organik. Tanpa struktur dan koordinasi yang jelas, pelaksanaan program cenderung
tidak konsisten dan sulit mencapai indikator keberhasilan.

Efektivitas ProKlim sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi
pemerintah dalam melakukan pembagian tugas, koordinasi lintas sektor, dan
penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Dengan kata lain, fungsi
organizing berperan sebagai mekanisme yang menghubungkan kebijakan nasional
dengan aksi kolektif masyarakat di lapangan. Ketika fungsi organizing berjalan
optimal, sinergi antara birokrasi dan komunitas dapat terwujud.

Dalam konteks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, fungsi

organizing berperan penting dalam mengintegrasikan ProKlim ke dalam sistem
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kerja kelembagaan yang sudah ada. Pengorganisasian yang baik memungkinkan
setiap bidang, seperti persampahan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat,
bekerja secara sinkron menuju tujuan bersama yaitu penguatan ketahanan
lingkungan berbasis komunitas. Selain itu, melalui pengaturan struktur dan
koordinasi yang jelas, ProKlim dapat menjadi wadah efektif bagi partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga
pemanfaatan kembali sehingga mendukung terciptanya lingkungan bersih dan
adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian, keterkaitan antara Program Kampung Iklim (ProKlim)
dan fungsi organizing menunjukkan hubungan yang saling mendukung dan
memperkuat satu sama lain. Fungsi organizing berperan sebagai fondasi dalam
membangun struktur kelembagaan yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta
koordinasi antar pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan ProKlim dapat berjalan
secara sistematis dan efektif. Di sisi lain, keberadaan ProKlim mendorong Dinas
Lingkungan Hidup untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola
organisasi, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kolaborasi
lintas sektor, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial dan

lingkungan.

Interaksi yang sinergis antara aspek pengorganisasian dan implementasi
program tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja internal lembaga, tetapi juga
memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian

perubahan iklim. Melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan
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partisipatif, pelaksanaan ProKlim menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat serta mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan fungsi organizing dalam pelaksanaan ProKlim
merupakan langkah strategis untuk memastikan program lingkungan dapat
diimplementasikan secara optimal. Sinergi tersebut pada akhirnya berkontribusi
terhadap peningkatan efektivitas kebijakan lingkungan daerah serta mendukung
terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo secara lebih

komprehensif dan berkesinambungan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Furqany (2019, hal. 256) penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan memahami makna yang
diberikan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial secara kontekstual.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif. Pendekatan ini menekankan pemaparan fenomena secara sistematis dan
rinci dalam konteks alami, dengan tujuan menggambarkan kondisi aktual, proses,
dan mekanisme yang terjadi tanpa mengubah atau memanipulasi variabel
penelitian.

Menurut Mardatillah dan Murhayati (2023, hal. 110-125) pendekatan deskriptif
kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena
manusia atau sosial dengan menekankan pengalaman, persepsi, dan interaksi
antarindividu dalam setting alami.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk
menelaah efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung
Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti menggambarkan secara rinci struktur organisasi,
pembagian tugas, koordinasi antar-unit, serta interaksi antara dinas dan masyarakat.

Melalui wawancara mendalam dengan pegawai dinas, dan komunitas penggerak
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lingkungan, penelitian ini menghasilkan data yang komprehensif mengenai
pelaksanaan ProKlim.

3.2. Kerangka Konsep
Tabel 3.1 Kerangka Konsep

FPeraturan Menteri Lingkungan
Hidup Momor 18 Tahum 2012
Tentang Program Kampung lklim
(Proklim) dibuat untuk pengelolaan
sampah, konservasi air dan
penghijauan serta pengelolaan
energi terbarukan

Efektivitas Fungsi Organizing Dalam

Program Kampung Iklim (Proklim) Di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Karo

A

¥

k

Menurut P. Robbins & Mary (2021) fungsi |
organizing (Organizing):

Meningkatkan kesadaran dan
keterampilan masyarakat terutama a. Melaksanakan tanggung jawab pimpinan

keluarga, dalam pengelolaan |« b. Melakukan pemberian motivasi kepada
sampah dan penyediaan pola hidup anggota

ramah lingkungan ¢. Koordinasi dengan komunikasi
d. Menetapkan pengarahan dan tujuan

3.3. Definisi Konsep

1. Efektivitas adalah sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi berhasil
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan
efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan.

2. Fungsi organizing atau pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen
yang bertujuan menyusun, mengatur, dan menata sumber daya baik manusia,
sarana, maupun kegiatan agar tujuan organisasi atau program dapat tercapai
secara efisien dan efektif.

3. Pengelolaan lingkungan secara partisipatif adalah pendekatan pengelolaan

sumber daya dan lingkungan yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat atau
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pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
program lingkungan. Tujuan pendekatan ini adalah memastikan keputusan dan
tindakan terkait lingkungan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau
lembaga formal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan peran aktif
masyarakat setempat.

4. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang
bertujuan mendorong masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim secara lokal melalui pengelolaan sampah,konservasi air dan
penghijauan serta pengelolaan energi terbarukan. Program ini menekankan
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan
lingkungan sehingga tercipta desa atau kampung yang ramah iklim.

3.4. Kategorisasi
Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur suatu variabel penelitian
sehingga bagaimana isi dikategorikan dan apa kategorisasi penelitiannya.
Kategorisasi yang ditentukan didasarkan pada beberapa indikator yang telah
diidentifikasi tentukan terlebih dahulu. Kategorisasi pada penelitian ini dapat dilihat
sebagai berikut:
a. Adanya tanggung jawab pimpinan
Dimana adanya peran pemimpin dalam sebuah tanggung jawab terhadap
suatu organisasinya agar memberikan dampak baik kepada anggotanya
b. Adanya pemberian motivasi kepada anggota
Terdapat pemberian motovasi dalam suatu program agar dapat

meningkatkan kinerja suatu organisasi terhadap anggotanya



c. Adanya komunikasi
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Seorang pemimpin memberikan komunikasi secara berkala kepada

bawahannya agar terciptanya hubungan kerja yang baik

d. Adanya pengarahan dan tujuan

mengetahui bagaimana cara mengerjakan suatu program dan tujuannya

3.5. Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang memberikan informasi atau

pengetahuan mengenai program kampung iklim (ProKlim). Mereka biasanya

memiliki keahlian atau pengalaman materi pelajaran yang relevan dan dapat

membantu orang lain lebih memahami subjek tersebut. Adapun narasumber dalam

penelitiaan ini, yaitu:
1. Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

2. Nama
Jenis Kelamin
Jabatan

3. Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

4. Nama

Jenis Kelamin

Jabatan

: Andika Wiranata Pinem, ST

: Laki - Laki

: Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
: Risa Bella Harahap, Amd

: Perempuan

: Pelaksana

: Yessi Sembiring Brahmana, S.Si, M.Si
: Perempuan

: Pengawas Lingkungan/ Kasi. Kerusakan Lingkungan
: Rutina Br. Sembiring, S.Sos , MIP

: Perempuan

: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
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3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, mengumpulkan data merupakan hal yang sangat
penting. Untuk memperoleh Keterangan serta data dari narasumber, maka peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Data Primer
Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan.
a. Observasi

Menurut Putri dan Murhayati (2025, hal. 74) Observasi membantu peneliti
menangkap dinamika yang tidak selalu terlihat melalui wawancara. Observasi
dilakukan di lapangan, termasuk kegiatan ProKlim yang melibatkan masyarakat,
koordinasi antarpegawai DLH, dan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi iklim.
Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung efektivitas
organisasi dan struktur pengelolaan ProKlim, termasuk interaksi antarpetugas,
partisipasi masyarakat, serta cara sumber daya dikelola.

b. Wawancara

Menurut Rachmawati (2022, hal. 1-10) Pendekatan semi-terstruktur
memungkinkan alur wawancara fleksibel, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi
informasi yang mungkin tidak muncul dalam pertanyaan tertulis wawancara
semi-terstruktur dilakukan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam
ProKlim, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang, dan fasilitator

program di tingkat kecamatan/desa. Teknik ini memberi kesempatan kepada
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narasumber untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan ide mereka
mengenai bagaimana fungsi organizing dijalankan, bagaimana koordinasi antarunit
dilakukan, dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ProKlim.
2. Data Sekunder

Menurut Ardiansyah dkk (2023, hal. 1-9) Melalui dokumentasi, peneliti
dapat menilai keselarasan antara rencana program, pelaksanaan fungsi organizing,
dan hasil yang dicapai, serta meninjau perkembangan program dari waktu ke waktu.
Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari berbagai sumber tertulis yang
relevan dengan penelitian. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari laporan
ProKlim, notulen rapat, arsip kegiatan DLH, serta dokumen kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan di Kabupaten Karo.

Penggunaan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi
memungkinkan penelitian ini memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai efektivitas fungsi organizing dalam mendukung pengelolaan lingkungan
secara partisipatif melalui ProKlim. Dengan data primer yang dikumpulkan
langsung dari narasumber dan data sekunder dari dokumen resmi, peneliti dapat
memastikan informasi yang diperoleh valid dan relevan untuk menjawab
pertanyaan penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah dan menata informasi
yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat

diinterpretasikan dengan jelas. Data dianalisis dengan cara mengelompokkan ke
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dalam kategori, menelaah unit informasi, merumuskan pola, menyoroti hal penting,
dan menyusun kesimpulan yang mudah dipahami.
Dalam penelitian ini, untuk menilai efektivitas fungsi organizing dalam Program
Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
Menurut Rachmawati (2022, hal 1-10) peneliti melakukan beberapa tahapan

analisis:
a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data
mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga fokus hanya pada
informasi yang relevan dengan koordinasi antarunit, pembagian tugas, dan
partisipasi masyarakat dalam ProKlim.
b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi
dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi deskriptif agar pola dan hubungan antar
tema mudah dikenali.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan
disajikan, sekaligus memverifikasi temuan melalui cross-check dengan narasumber
dan dokumen resmi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data.

Melalui langkah-langkah ini, penelitian dapat memberikan pemahaman
yang mendalam dan sistematis mengenai peran fungsi organizing dalam
mendukung pelaksanaan ProKlim dan pengelolaan lingkungan secara partisipatif di

Kabupaten Karo.
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3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo,
Kecamatan Kabanjahe Desa Ketaren, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152,
serta beberapa desa dan kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan Program
Kampung Iklim (ProKlim). Pemilihan lokasi ini dilakukan karena wilayah tersebut
merupakan tempat implementasi langsung ProKlim, sehingga peneliti dapat
mengamati efektivitas fungsi organizing, koordinasi antarunit, dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Waktu Penelitian ini dimulai dari
November 2025 sampai bulan februari 2026.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam
Program Kampung Iklim (ProKlim)

Visi
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang peduli lingkungan, tangguh
terhadap perubahan iklim, serta berpartisipasi aktif dalam upaya adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan’

Misi
1) Lingkungan Berkelanjutan

Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui
penerapan praktik ramah lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta

pemanfaatan sumber daya alam secara bijak di tingkat masyarakat.
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2) Masyarakat Peduli Iklim

Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam
menghadapi dampak perubahan iklim melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, dan
pendampingan Program Kampung Iklim.
3) Penguatan Kelembagaan

Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pelaksana Program Kampung
Iklim melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi antarbidang, serta kerja sama
lintas sektor yang terintegrasi.
4) Adaptasi Perubahan Iklim

Mendorong pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim, seperti
pengelolaan air, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana berbasis
potensi dan kearifan lokal masyarakat.
5) Mitigasi Perubahan Iklim

sampah, peningkatan ruang terbuka hijau, penggunaan energi ramah
lingkungan, serta pengurangan pencemaran lingkungan.
6) Tata Kelola yang Efektif

Mewujudkan pelaksanaan Program Kampung Iklim yang efektif dan efisien
melalui penerapan fungsi organizing yang optimal, termasuk kejelasan struktur

organisasi, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak.



32

3.9.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

Sumber : google.wikipedia.

Gambar 3.1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karo merupakan salah satu
perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam membantu Pemerintah
Kabupaten Karo menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup,
khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan pengelolaan persampahan.
Pembentukan DLH Kabupaten Karo didasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DLH dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara fungsional, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo memiliki
peran dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program, serta kegiatan

monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan
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pemerintah daerah. Selain itu, DLH juga bertugas menyusun laporan pelaksanaan
program sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, DLH Kabupaten Karo berperan aktif dalam mendorong
pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal tersebut
diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain pengendalian pencemaran
lingkungan, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran dan partisipasi
masyarakat terhadap isu perubahan iklim, serta pelaksanaan upaya adaptasi dan
mitigasi dampak perubahan iklim. Untuk mendukung efektivitas program, DLH
Kabupaten Karo juga melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar
kebijakan dan kegiatan lingkungan hidup dapat terlaksana secara terpadu di seluruh
wilayah Kabupaten Karo.
Lokasi Kantor

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo berlokasi di Desa
Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan
kode pos 22152. Lokasi ini berada di kawasan pusat pemerintahan daerah sehingga
mudah dijangkau dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan koordinasi.
Letak Geografis Kabupaten Karo

Secara geografis, Kabupaten Karo terletak pada kisaran 3°06°19” Lintang
Utara dan 98°15°54” Bujur Timur. Wilayah ini berada di bagian tengah Provinsi
Sumatera Utara dan dikenal sebagai daerah dataran tinggi yang memiliki kondisi
iklim relatif sejuk. Karakteristik geografis tersebut turut memengaruhi kondisi

lingkungan serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karo.



3.9.3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

KABID PENGELOLAAN KABID PENGELOLAAN KABID KONVERSI DAN
PERSAMPAHAN & LIMBAH B3 LINGKUNGAN HIDUP KERUSAKAN LINGKUNGAN

KABID PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN LH

I SEKSI PENATAAN HUKUM

LINGKUNGAN

SEKSI PENGELOLAAN. I SEKSI PENAMALAKSANARN SEKSI KONSERVAS| DAN
PERSAMPAHAN DAN PEMANTAUAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

_UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan dan menyajikan data yang diperoleh selama
pelaksanaan penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap
narasumber yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam
pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut digunakan
untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis
hingga diperoleh kesimpulan.

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada fungsi organizing dalam
pelaksanaan Program Kampung Iklim, yang meliputi pembagian tugas, penetapan
peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antarbidang dan pihak terkait di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Melalui pendekatan ini,
peneliti berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana fungsi organizing
diterapkan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan ProKlim di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh selama proses wawancara, narasumber
dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan

Program Kampung Iklim. Untuk memudahkan proses analisis, data narasumber
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dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jabatan, peran
dalam program, serta keterlibatan dalam kegiatan ProKlim.

Karakteristik narasumber dan jawaban yang diberikan digunakan sebagai
sumber utama informasi dalam penelitian ini. Selanjutnya, data hasil penelitian
disajikan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian guna
memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas fungsi organizing dalam
pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin disusun untuk
memberikan gambaran mengenai karakteristik narasumber yang terlibat dalam
penelitian ini. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, sehingga informasi yang dihimpun dapat disajikan
secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian
“Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo” dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No | Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

1 | Laki-laki 1 25%

2 | Perempuan 3 75%
Jumlah 4 100%

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar
narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 3
orang atau sebesar 75%. Sementara itu, narasumber berjenis kelamin laki-laki
berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 25%. Komposisi narasumber tersebut
mencerminkan keterlibatan pegawai perempuan yang lebih dominan dalam
pelaksanaan dan pengelolaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur disusun untuk mengetahui
karakteristik usia narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Pengelompokan
umur bertujuan untuk mempermudah analisis data hasil wawancara, sehingga
informasi yang diperoleh dapat disajikan secara sistematis sesuai dengan fokus
penelitian.

Dalam penelitian berjudul “Efektivitas Fungsi Organizing dalam

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
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Karo”, narasumber dikelompokkan ke dalam dua kategori umur, yaitu 25-35 tahun

dan 36-50 tahun. Distribusi narasumber berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel

berikut.
Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
No | Umur Frekuensi Persentase
1 | 25-35 Tahun 1 25%
2 | 36-50 Tahun 3 75%
Jumlah 4 100%

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber
berada pada kelompok umur 36-50 tahun, yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar
75%. Sementara itu, narasumber yang berusia 25-35 tahun berjumlah 1 orang
dengan persentase 25%. Dominasi narasumber pada rentang usia 36—50 tahun
menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo banyak melibatkan pegawai yang memiliki
pengalaman kerja dan pemahaman yang cukup dalam pengelolaan program

lingkungan hidup.
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c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan bertujuan untuk
mengetahui latar belakang pendidikan narasumber yang terlibat dalam penelitian
ini. Pengelompokan tingkat pendidikan diperlukan untuk memberikan gambaran
mengenai kapasitas akademik narasumber sebagai sumber informasi, sehingga data

hasil wawancara dapat dianalisis secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian berjudul “Efektivitas Fungsi Organizing dalam Program
Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo”,
narasumber dikelompokkan ke dalam dua tingkat pendidikan, yaitu Ahli Madya
(A.Md) dan Sarjana (S1). Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No | Pendidikan Frekuensi Persentase

1 | Ahli Madya (A.Md) 1 25%

2 | Sarjana (S1) 3 75%
Jumlah 4 100%

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber

memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 75%,
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sedangkan narasumber dengan tingkat pendidikan Ahli Madya (A.Md) berjumlah 1
orang atau sebesar 25%. Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan
bahwa sebagian besar narasumber memiliki latar belakang pendidikan yang
memadai dalam memahami pelaksanaan serta pengorganisasian Program Kampung
Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, sehingga informasi
yang diberikan relevan dengan fokus penelitian.
4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi
a. Adanya Tanggung Jawab Pimpinan

Tanggung jawab pimpinan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan
fungsi organizing, khususnya dalam memastikan kejelasan pembagian tugas,
efektivitas koordinasi, serta keterpaduan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan
Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo,
tanggung jawab pimpinan telah dijalankan dalam bentuk perencanaan, pengawasan,
dan pengambilan keputusan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah
kendala struktural dan koordinatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari
2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST selaku
Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pimpinan
bertanggung jawab dalam membagi tugas kepada staf serta melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun, dalam praktiknya, pembagian
tugas tersebut belum sepenuhnya terstruktur antarbidang, sehingga pelaksanaan
kegiatan masih cenderung berjalan secara parsial. Hal ini diperkuat oleh hasil

wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 13.00 WIB,
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dengan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md selaku pelaksana, yang menyampaikan
bahwa pimpinan aktif memantau kegiatan serta memberikan arahan apabila
ditemukan kendala di lapangan. Namun demikian, koordinasi antarbidang belum
berjalan secara optimal sehingga beberapa kegiatan Program Kampung Iklim
(ProKlim) belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa tanggung jawab pimpinan masih lebih dominan pada aspek pengawasan
individual dibandingkan dengan penguatan sistem kerja kolektif antarbidang.
Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada
pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si
mengungkapkan bahwa pimpinan juga memiliki tanggung jawab dalam menjalin
koordinasi dengan pihak eksternal, seperti pengawas lingkungan, pemerintah desa,
dan masyarakat. Akan tetapi, koordinasi lintas instansi tersebut belum dilakukan
secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim belum berjalan secara seimbang di seluruh wilayah binaan
ProKlim. Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6
Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP
menambahkan bahwa pimpinan telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana
pendukung pelaksanaan program, seperti fasilitas pengelolaan sampah dan
perlengkapan kebersihan. Namun, fokus penyediaan fasilitas tersebut masih lebih
banyak diarahkan pada kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan kegiatan lain
seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, serta pengendalian dampak

perubahan iklim belum memperoleh dukungan yang proporsional.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung
jawab pimpinan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karo telah dijalankan, namun belum sepenuhnya mampu
memperkuat fungsi organizing secara optimal. Hal ini terlihat dari belum jelasnya
pembagian peran antarbidang, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta belum
adanya sistem pemantauan terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh
kegiatan ProKlim secara menyeluruh.

b. Adanya Pemberian Motivasi kepada Anggota

Motivasi merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam
pelaksanaan fungsi organizing, karena berpengaruh langsung terhadap semangat
kerja, kedisiplinan, serta tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan program.
Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karo, pemberian motivasi menjadi bagian dari upaya pimpinan
untuk mendorong keterlibatan aktif staf dan pihak terkait dalam mencapai tujuan
program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari
2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST
menyampaikan bahwa pimpinan memberikan dorongan kerja dengan turun
langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan serta menyampaikan arahan
kepada staf, sehingga meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pelaksana.
Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada
pukul 13.00 WIB dengan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md menjelaskan bahwa

motivasi juga diberikan melalui pendekatan persuasif, seperti penguatan kerja tim
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dan pemberian apresiasi atas capaian kegiatan, yang berdampak positif terhadap
semangat kerja anggota. Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan pada hari
Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring
Brahmana, S.Si., M.Si menambahkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara
berkelanjutan bertujuan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keberhasilan
program merupakan tanggung jawab seluruh pelaksana. Selain internal organisasi,
Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada
pukul 10.30 WIB oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP menyatakan bahwa
motivasi juga diarahkan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan
edukasi lingkungan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemberian
motivasi masih lebih banyak bersifat personal dan situasional, serta belum
sepenuhnya didukung oleh sistem motivasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal
ini berimplikasi pada belum meratanya semangat dan partisipasi anggota dalam
seluruh kegiatan ProKlim. Dengan demikian, meskipun upaya pemberian motivasi
telah dilakukan oleh pimpinan, penguatan mekanisme motivasi yang lebih
sistematis masih diperlukan untuk mendukung efektivitas fungsi organizing dalam
pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian
motivasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik kepada internal

organisasi maupun kepada masyarakat. Motivasi diberikan melalui kehadiran
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pimpinan di lapangan, arahan langsung, pendekatan persuasif, serta pembinaan
berkelanjutan. Upaya tersebut mampu meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab,
dan semangat kerja pelaksana program. Namun demikian, efektivitas motivasi
masih sangat bergantung pada kesinambungan pembinaan dan konsistensi
keterlibatan seluruh pihak, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat
agar pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan
secara berkelanjutan.
¢. Adanya Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen kunci dalam fungsi organizing
karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan kebijakan, arahan kerja, serta
membangun koordinasi antaranggota organisasi. Dalam konteks administrasi
publik, komunikasi yang efektif berperan penting dalam memastikan bahwa setiap
kebijakan dan program dapat dipahami dan dilaksanakan secara seragam oleh
seluruh pelaksana. Oleh karena itu, kualitas komunikasi sangat menentukan tingkat
keterpaduan kerja dan keberhasilan pelaksanaan suatu program, termasuk Program
Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

Berdasarkan Pembicaraan dengan para informan, diperoleh gambaran
bahwa komunikasi antara pimpinan dan pelaksana Program Kampung Iklim di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dilakukan melalui berbagai saluran
komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4
Februari 2026 pada pukul 11.00 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST
dan Ibu Risa Bella Harahap, A.Md menjelaskan bahwa komunikasi antara pimpinan

dan staf dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim dilakukan melalui pertemuan
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langsung, rapat kerja, serta pemanfaatan media komunikasi daring seperti grup
WhatsApp.. Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari
2026 pada pukul 09.00 WIB dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si
menjelaskan bahwa pola komunikasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga
dilakukan secara informal, sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan anggota
dapat terjalin secara lebih terbuka dan tidak kaku. Hal tersebut sejalan dengan hasil
wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB
oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP yang menyatakan bahwa komunikasi
yang berjalan dengan baik antara pimpinan dan bawahan mampu menciptakan
suasana kerja yang kondusif serta mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman

dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi yang
terjalin belum sepenuhnya didukung oleh sistem komunikasi organisasi yang
terstruktur dan terintegrasi. Komunikasi masih lebih bersifat informatif dan reaktif
terhadap kondisi di lapangan, serta belum secara konsisten menjangkau seluruh
bidang dan pihak terkait. Akibatnya, koordinasi lintas bidang dan lintas instansi
belum berjalan secara optimal, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan ProKlim
masih berlangsung secara parsial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam
pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
telah berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran kegiatan.
Namun, komunikasi tersebut belum sepenuhnya mampu memperkuat fungsi

organizing secara menyeluruh. Diperlukan penguatan mekanisme komunikasi yang
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lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan agar seluruh pelaksana dan
pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama serta dapat bekerja secara
sinergis dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim.
d. Adanya Pengarahan dan Tujuan

Pengarahan merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan
fungsi organizing, karena berperan dalam mengarahkan aktivitas anggota agar
selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam pelaksanaan
Program Kampung Iklim (ProKlim), pengarahan menjadi sarana bagi pimpinan
untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang
jelas, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian tujuan adaptasi serta mitigasi
perubahan iklim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 4 Februari
2026 pada pukul 10.30 WIB dengan Bapak Andika Wiranata Pinem, ST
menjelaskan bahwa pimpinan memberikan pengarahan melalui pembagian tugas
yang jelas serta penetapan target dan capaian kegiatan yang harus dipenuhi oleh
setiap pelaksana, disertai dengan arahan lanjutan apabila terjadi hambatan dalam
pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan
pada hari Rabu 4 Februari 2026 pada pukul 13.00 WIB dengan Ibu Risa Bella
Harahap, A.Md yang menyampaikan bahwa pengarahan umumnya dilakukan pada
tahap awal kegiatan agar setiap anggota memiliki pemahaman yang sama mengenai
peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara
terkoordinasi dan terhindar dari tumpang tindih tugas. Selanjutnya, hasil

wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 09.00 WIB
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dengan Ibu Yessi Sembiring Brahmana, S.Si., M.Si menambahkan bahwa
pengarahan tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga bertujuan untuk
menegaskan sasaran utama Program Kampung Iklim, khususnya dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan serta
pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, hasil
wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pada pukul 10.30 WIB
oleh Ibu Rutina Br. Sembiring, S.Sos., MIP mengungkapkan bahwa pengarahan
yang dilakukan secara konsisten mampu membantu anggota bekerja dengan lebih
terarah dan bertanggung jawab, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan
pada kendala berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam mengikuti
kegiatan ProKlim.

Dalam menghadapi kendala tersebut, pimpinan dan pelaksana program
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengarahan dan
pencapaian tujuan program. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
memberikan pengarahan secara berulang dan lebih persuasif kepada masyarakat
melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan. Selain itu, pelaksana program
juga berupaya melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses
pengarahan, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh
masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan bentuk
kegiatan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,
sehingga dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam pelaksanaan Program

Kampung Iklim.
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Berdasarkan hasil wawancara dan uraian upaya yang dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa pengarahan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dilaksanakan secara berkelanjutan
dan berorientasi pada pencapaian tujuan program. Pengarahan tersebut membantu
anggota memahami peran dan tanggung jawabnya serta menjaga keterarahan
pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, efektivitas pengarahan masih menghadapi
kendala, terutama terkait rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan strategi pengarahan yang tidak hanya bersifat internal,
tetapi juga lebih menyentuh aspek pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, agar
tujuan Program Kampung Iklim dapat tercapai secara lebih efektif dan

berkelanjutan.

4.2. Pembahasan
4.2.1. Analisis Hasil Wawancara

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian mengenai Efektivitas
Fungsi Organizing Dalam Program Kampung Iklim ( Proklim ) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, penulis melakukan analisis terhadap data hasil
wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam
pelaksanaan program tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan pejabat dan
pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

Berdasarkan keseluruhan data penelitian yang telah disajikan pada bagian
sebelumnya, selanjutnya dilakukan analisis mengenai fungsi organizing dalam

pelaksanaan Program Kampung Iklim. Analisis ini difokuskan pada bagaimana
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pimpinan mengatur pembagian tugas, membangun koordinasi antarbidang, serta
mengarahkan sumber daya manusia agar pelaksanaan program dapat berjalan secara
efektif dan terstruktur.

Dalam melakukan analisis tersebut, data hasil wawancara dikaji dan
disesuaikan dengan data sekunder, berupa teori-teori yang berkaitan dengan fungsi
organizing, kepemimpinan, dan efektivitas organisasi. Melalui pendekatan ini,
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karo dalam mengorganisasikan Program Kampung Iklim serta

faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

a. Adanya Tanggung Jawab Pimpinan

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas
fungsi organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, penulis melakukan analisis terhadap data hasil
wawancara yang telah diperoleh di lapangan. Analisis ini difokuskan pada tanggung
jawab pimpinan dalam mengatur pembagian kerja, membangun koordinasi, serta
mengintegrasikan seluruh kegiatan program agar berjalan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab pimpinan telah dilaksanakan melalui penyusunan rencana
kerja, pemberian arahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di
lapangan. Pimpinan berperan sebagai pengendali utama dalam menggerakkan
sumber daya manusia agar kegiatan ProKlim tetap berjalan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Handayaningrat (2018, hal. 4) yang menyatakan bahwa koordinasi
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merupakan proses penyatuan kegiatan dari unit-unit organisasi agar tercipta
keselarasan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian tugas
antarbidang dalam pelaksanaan ProKlim belum sepenuhnya terstruktur dan
sistematis. Kegiatan masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara
menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi organizing belum optimal,
karena pengorganisasian yang efektif menuntut adanya kejelasan pembagian tugas,
hubungan kerja, serta tanggung jawab yang terkoordinasi dengan baik antarunit
organisasi.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dan lintas instansi juga belum dilakukan
secara berkelanjutan. Padahal, pelaksanaan program lingkungan seperti ProKlim
membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya. Robbins dan Judge (2020, hal. 55) menjelaskan bahwa
efektivitas organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam
membangun kerja sama lintas struktur guna memastikan seluruh program berjalan
secara terpadu. Lemahnya koordinasi tersebut berdampak pada belum meratanya
pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah binaan
ProKlim.

Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, pimpinan telah menunjukkan
komitmen dalam mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan fasilitas
pendukung, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Namun,
dukungan tersebut masih lebih terfokus pada satu aspek kegiatan, sementara aspek

lain seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi, dan pengendalian dampak
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perubahan iklim belum memperoleh perhatian yang seimbang. Hal ini
menunjukkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian sumber daya belum
sepenuhnya mencerminkan pendekatan ProKlim yang bersifat komprehensif,
fungsi organizing harus mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi
secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa
tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah dijalankan, namun belum sepenuhnya
mampu memperkuat fungsi organizing secara optimal. Kelemahan masih terlihat
pada kejelasan pembagian peran antarbidang, koordinasi lintas instansi, serta belum
adanya sistem kerja terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan
ProKlim secara berkelanjutan.

b. Adanya Pemberian Motivasi kepada Anggota

Motivasi memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi
organizing karena berkaitan langsung dengan semangat kerja, kedisiplinan, dan
keterlibatan anggota dalam menjalankan program. Dalam pelaksanaan Program
Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo,
pemberian motivasi menjadi salah satu strategi pimpinan untuk mendorong
partisipasi aktif aparatur serta masyarakat dalam mencapai tujuan program.

Berdasarkan hasil analisis, motivasi diberikan melalui berbagai cara, antara
lain kehadiran pimpinan di lapangan, penyampaian arahan secara langsung,
penguatan kerja sama tim, serta pemberian penghargaan atas hasil kerja yang

dicapai. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan
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semangat kerja pelaksana dalam melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan pandangan Inu Kencana Syafiie (2019, hal.
23) yang menyatakan bahwa motivasi dalam administrasi publik berfungsi sebagai
dorongan bagi aparatur agar bersedia melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai
dengan tujuan organisasi.

Selain ditujukan kepada internal organisasi, motivasi juga diberikan kepada
masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan. Upaya ini
bertujuan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki masyarakat terhadap
Program Kampung Iklim, sehingga mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga
dan mengelola lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian motivasi
masih bersifat insidental dan belum didukung oleh sistem motivasi yang terencana
dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya tingkat partisipasi
dan semangat kerja dalam seluruh kegiatan ProKlim. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan mekanisme motivasi yang lebih konsisten agar fungsi organizing dapat
berjalan secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pemberian motivasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah memberikan pengaruh positif terhadap
semangat kerja pelaksana. Namun, untuk meningkatkan efektivitas fungsi
organizing, motivasi perlu dikelola secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan

terintegrasi dengan mekanisme kerja organisasi.
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¢. Adanya Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi
memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung
Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo. Melalui komunikasi yang
berjalan, pimpinan dan pelaksana dapat menyampaikan informasi terkait kebijakan,
pembagian tugas, serta perkembangan kegiatan di lapangan. Hal ini membantu
kelancaran pelaksanaan program dan meminimalkan terjadinya hambatan teknis
dalam pelaksanaan kegiatan.

Komunikasi yang terjalin juga memberikan ruang bagi pimpinan dan
anggota untuk saling bertukar informasi dan menyampaikan kendala yang dihadapi
di lapangan. Dengan adanya komunikasi tersebut, pelaksanaan kegiatan ProKlim
dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada, sehingga program
tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, komunikasi yang berlangsung belum sepenuhnya difungsikan
sebagai alat strategis dalam penguatan fungsi organizing. Informasi yang
disampaikan masih bersifat umum dan belum secara sistematis diarahkan untuk
membangun koordinasi lintas bidang secara berkelanjutan. Kondisi ini
menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antar pelaksana terkait prioritas
kegiatan, alur kerja, dan keterkaitan antarprogram dalam ProKlim.

Meskipun demikian, komunikasi yang berlangsung masih dapat terus
ditingkatkan agar lebih terkoordinasi dan menjangkau seluruh pihak yang terlibat.

Penguatan komunikasi secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu
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menyamakan pemahaman, memperlancar koordinasi antarbidang, serta mendukung
keterpaduan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim.

Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim
di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah memberikan kontribusi positif
dalam mendukung fungsi organizing. Melalui pengelolaan komunikasi yang
semakin baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan
sinergis.

d. Adanya Pengarahan dan Tujuan

Pengarahan dan penetapan tujuan merupakan unsur penting dalam fungsi
organizing, karena menjadi dasar dalam mengarahkan pelaksana agar bekerja sesuai
dengan rencana serta tujuan program yang telah ditetapkan. Pengarahan yang jelas
membantu menciptakan keselarasan tindakan antaranggota dan memastikan
kegiatan berjalan secara terkoordinasi.

Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, pengarahan dan tujuan program diwujudkan
melalui beberapa aspek sebagai berikut:

a) Kejelasan pembagian tugas yang dimana pengarahan diberikan untuk
memastikan setiap pelaksana memahami tugas, peran, dan tanggung jawab
masing-masing dalam mendukung pelaksanaan ProKlim.

b) Penumbuhan semangat kerja dan kerja sama yang dimana Pengarahan tidak
hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga bertujuan

menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan antaranggota
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¢) Pengarahan juga digunakan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan yang belum berjalan optimal.

Selain kendala internal, pelaksanaan Program Kampung Iklim juga
menghadapi tantangan dari sisi partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih
menunjukkan tingkat antusiasme yang rendah terhadap kegiatan program.
Menanggapi kondisi tersebut, pengarahan diarahkan pada upaya peningkatan
keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi, pendekatan persuasif, serta pemberian
pemahaman mengenai manfaat langsung Program Kampung Iklim bagi lingkungan
dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya
menjadi objek program, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam
mendukung keberhasilan ProKlim.

Secara keseluruhan, pengarahan dan penetapan tujuan dalam pelaksanaan
Program Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah
memberikan arah kerja yang cukup jelas bagi pelaksana program. Pengarahan
tersebut membantu mengoordinasikan kegiatan, menjaga semangat kerja, serta
menjadi sarana penyelesaian kendala, termasuk dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat. Konsistensi pengarahan yang berkelanjutan diharapkan mampu
memperkuat keterpaduan pelaksanaan program dan mendukung pencapaian tujuan
ProKlim secara optimal.

e. Program Kampung Iklim
Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Karo telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 sebagai bentuk komitmen

pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
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berbasis masyarakat. Sejak awal pelaksanaannya, ProKlim diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan
hidup, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan
berkelanjutan. Secara umum, tingkat keberhasilan program menunjukkan
perkembangan yang cukup positif, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi
beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian.

Tujuan utama Program Kampung Iklim adalah mendorong peran aktif
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. Program ini juga bertujuan untuk membangun perilaku
ramah lingkungan, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan
iklim, serta menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan tertata. Dengan
tujuan tersebut, ProKlim diharapkan mampu menjadi sarana kolaborasi antara
pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian
lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan Program Kampung Iklim telah
dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan yang paling
menonjol adalah pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pembersihan
lingkungan, pengangkutan sampah secara rutin, serta pembiasaan hidup bersih di
lingkungan permukiman. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan
juga telah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
pentingnya menjaga kebersthan dan mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan. Kegiatan lain seperti penghijauan dan pemeliharaan lingkungan juga

mulai dilaksanakan, meskipun belum merata di seluruh wilayah binaan ProKlim.
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Gambar 4.1 Kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim

Rangkaian pelaksanaan Program Kampung Iklim dilakukan melalui
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan. Pemerintah
daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menyusun rencana
kegiatan dan memberikan arahan kepada pelaksana program di lapangan.
Selanjutnya, pelaksana program bekerja sama dengan masyarakat dalam
menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tujuan yang telah ditetapkan.
Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana,
sedangkan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program ke
depannya.

Meskipun Program Kampung Iklim telah berjalan dan memberikan dampak

positif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu
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hambatan utama adalah tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata.
Sebagian masyarakat masih kurang antusias terhadap program karena keterbatasan
pemahaman, kesibukan sehari-hari, serta anggapan bahwa program lingkungan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, keterbatasan sumber
daya, baik dari sisi sarana pendukung maupun koordinasi antarbidang, juga menjadi
faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Program Kampung
Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan sejak tahun 2020
dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, khususnya dalam
pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan. Namun, untuk
mencapai tujuan program secara lebih optimal, diperlukan penguatan
pengorganisasian, peningkatan koordinasi, serta pendekatan yang lebih intensif
kepada masyarakat agar keterlibatan dan keberlanjutan program dapat terus

ditingkatkan.
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5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas fungsi
organizing dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa program tersebut
telah dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim berbasis partisipasi masyarakat. Sejak mulai
dijalankan pada tahun 2020, ProKlim telah memberikan kontribusi positif,
khususnya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi organizing dalam pelaksanaan
ProKlim telah diterapkan melalui adanya pembagian tugas, komunikasi,
pengarahan, serta pemberian motivasi kepada pelaksana program. Pimpinan
berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan arahan kerja, serta
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Upaya tersebut
membantu menjaga keberlangsungan program dan memastikan kegiatan tetap
berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, efektivitas fungsi organizing dalam pelaksanaan Program
Kampung Iklim belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum
terintegrasinya pembagian peran antarbidang secara menyeluruh, koordinasi lintas
instansi yang belum berjalan secara berkelanjutan, serta pelaksanaan kegiatan

ProKlim yang masih terfokus pada aspek tertentu, terutama pengelolaan sampah.

59



60

Sementara itu, kegiatan lain seperti konservasi air, penghijauan, efisiensi energi,
dan pengendalian dampak perubahan iklim belum terlaksana secara merata.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung Program
Kampung Iklim masih beragam. Sebagian masyarakat telah menunjukkan
keterlibatan yang cukup baik, namun masih terdapat masyarakat yang kurang
antusias terhadap program. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim
tidak hanya ditentukan oleh pengorganisasian internal, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam
menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program
Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo telah berjalan dan
memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, namun masih memerlukan penguatan
fungsi organizing agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terpadu, efektif,
dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan
pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Karo.

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo diharapkan dapat memperkuat
fungsi organizing melalui pembagian tugas yang lebih jelas dan terintegrasi
antarbidang. Penguatan koordinasi internal dan lintas instansi perlu
dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan ProKlim dapat

berjalan secara terpadu dan seimbang sesuai dengan tujuan program.
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2. Pimpinan dan pelaksana program diharapkan dapat meningkatkan
konsistensi pengarahan, komunikasi, serta pemberian motivasi kepada
seluruh pelaksana. Selain itu, diperlukan perencanaan program yang lebih
menyeluruh agar kegiatan ProKlim tidak hanya terfokus pada pengelolaan
sampah, tetapi juga mencakup kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim lainnya secara merata.

3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian
terhadap pelaksanaan Program Kampung Iklim. Keterlibatan aktif
masyarakat sangat diperlukan agar program tidak hanya bersifat seremonial,
tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi

lingkungan hidup di wilayah masing-masing.
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LAMPIRAN
Draft Wawancara Skripsi
Nama : Reza Pramana ‘I : PV
Npm : 2203100064
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JUDUL : EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG
TKLIM (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

i. Pemberian Materi Penyuluhan Tentang Program

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup memberikan penyuluhan tentang Program
Kampung Tklim kepada masyarakat dan pelaksana program?

2. Apakah pertemuan atau rapat yang dilakukan sudah membantu memperjelas tugas
masing-masing pihak dalam ProKlim?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran penyuluhan dan pertemuan yang telah dilakukan
dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di lapangan?

ii. Komunikasi Pimpinan kepada Bawahan
Pertanyaan Wawancara

|. Bagaimana cara pimpinan menyampaikan arahan atau instruksi kepada staf terkait
pelaksanaan ProKlim?

[¥)

Apakah komunikasi antara pimpinan dan staf berjalan dengan baik dan mudah
dipahami dalam kegiatan ProKlim?

3. Menurut Bapak/lbu, bagaimana komunikasi yang terjalin selama ini agar dapat
mempengaruhi kerja sama dan kinerja tim?
iii. Pengarahan dan Pemberian Motivasi

Pertanyaan Wawancara

I. Bentuk pengarahan apa saja yang biasanya diberikan kepada staf atau pelaksana
ProKlim?

2. Bagaimana upaya pimpinan dalam memberikan motivasi agar staf dan masyarakat tetap
semangat menjalankan ProKlim?
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3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengarahan dan motivasi yang diberikan selama ini

berperan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim
(ProKlim)?

iv.  Pelatihan Program Kampung Iklim (ProKlim)

—

Pertanyaan Wawancara

1. Pelatihan apa saja yang pernah diberikan terkait Program Kampung Iklim, seperti
pengelolaan sampah atau penghijauan?

2. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatur dan melaksanakan
pelatihan tersebut?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelatihan yang telah diberikan memengaruhi
kemampuan pelaksana dalam menjalankan Program Kampung Iklim (ProKlim)?
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

g UMSU Torak Unggul Berdasarkan K Badan 1 Parguruan Tinggl No. 174/SK/BAN-PTIAR PpyPTAN2024
U M s u Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Top (081) 8622400 GEZZASET Fax (081) 8625474 663100)
Unggut | Coréon | ToPorcomy € https/Misipumsuacid ™ fisip@umsuacid K1 L] din O d

Boe et v g S A Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2003/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
berdasarkan  Surat Keputusan Dekan  Fakultas Ilmu Sosial dan Illmu Politik Nomor:
1964/SK/11.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M
Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Iimiah) dan Rekomendasi
Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 07 November 2025, dengan ini
menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal iimiah)

untuk mahasiswa scbagai berikut:

Nama mahasiswa : REZA PRAMANA

NPM : 2203100064

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester : VII(Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa : EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING DALAM

(Skripsi dan Jumnal Iimiah) PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARO

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal [Imiah),

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal [Imiah) harus memenuhi prosedur dan

sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal
Iimiah) FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jumnal IImiah) sesuai
dengan nomor yang terdaflar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 027.22.310 tahun
2025.

3. Penctapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)
dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 21 Dj i 1447
12 November ~ 2025 M
A

I Kunll’vamﬁ limu Administrasi Publik
FISIP UMSU di Medan;

2. Pembimbing ybs. di Medan,
3. Pentinggal. @Q .srm
—

e RN
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditas! Unggul Berda.arkan Keputusan Badan Akreditas! Naslonal Perguruan Tingg! No. 191 1/SK/BAN-PTIAK KP/PTIXI2022

Pusad Admiisirast: Joan Mukhtar baur No.3 Medan 26238 Telp, (081) 6629400 - GELRASET . (1) 625474 - 6631003
0 oo bt ¥ g hetnes OhtpsiMslpymevacd ™ (slp@emsuscid 0 L} d 4 o 2
0 nggene

Sk-3
PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth, Medan, \7.4¢5ember. . 2025,
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan. !
Assalanw'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas [Imu Sosial dan
1lmu Politik UMSU :

Nama iengkap . Reza Qm"‘“m

NPM ;2203100064

Program Studi  : ..J\my AA'"'"“U““ @‘*’““

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan
Jumal Ilmiah) yang ditetipkan dengan Sura’ Penctapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir
Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomer: 19kA.../SK/IL3-ALJ/UMSU-03/F/2024 ..
tanggal ............... AL AoV ember, 2025 ... ....... .dengan judul sebagai berikut :

...Erextivitas TFuongsi  Qrdanizing Dalam Pregram icampvng  teiim (Procim)
.Didings Linguyngon Hidvp kabuvpaten Koro . . . . ...

Bersama permohonan ini saya lampirkan : ) o )
1. Surat Permohonan Persctujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jumal Ilmiah)
(SK-1);

2. Surat Penetapan Judul dan Pembimting Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jumal Ilmiah)
SK-2

3. g)KAL)AI Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;

4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;

5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan; .

6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;

7. Iartu Kuning Peninjau Serminar Proposal;

8. Semua berkas difotocopy rangkap | den dimasukan ke dalam MAP berwarna BIRU;

9. Propsosal Tugas Akhir Mzhasiswa yang teluh disahkan olch Pembiinbing (rangkap - 3).
‘Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya

ucapkan terima kasib. Wassalan.

Menyetujui ~_ Pemohon,
' Pembimbing

e

. /
Fdia 550,60  (_ Suoerulin5Ses, MM,y ( Rew

oA 2218601 MIDN: 0130056601 @ ;‘) £ srars

B “'“" ‘“'M nnnu
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK

Nomor :

2204/UNDV/11.3 AU/UMSU-03/F 2025

MPd.

Assoc. Prol. Dr. SITI HAJAR, 8.Scs., M.SP.

Program Studi ¢ limu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at 19 Desember 2025
Waktu :  08.00 WIB s.d. Selesai
Tempal :  AULAFISIP UMSU Lt 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARCIKA, S.Sos., M.SP. o
-—— _ ——— —
X 2 ok o PR e fu&a&uﬁw% R RERERT e ) Lo g g BT TR e
Mo | < CNAMAMAHASISWA 17 |NOMORPOKOK). ... g [ peumgiNG: n [T 7T T upuL sROPOSAL SKRPSI a3
2 ﬂu.»wmi.um.hnwmwﬂm,:wu .uih = ‘v.%b&m R Nm«wm?rx.m.du “..m.m..mqvmwm.»“ 7 e x..,WM
16 [OIAN PERMATA 20010002 | - NALIL KHAIRIAH, §.2, STRATEG! MANAJEMEN FELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM GO

DIGITAL DI KANTOR DINAS UMKM KABUPATEN LASUHANEATU SELATAN

7 [REZAPRAMANA Dr. AGUNG SAPUTRA, AERUDDIN EFEKTIVITAS FUNGS! SRGANIZING DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLM
F e 4 S.Sca, MAP, oy 8808, MH. (PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KASUPATEN KARO
FUNGS! PLANNING DALAM UPAYA OPTIMALISAS! KUALITAS PELAYANAN
18 JAZZAHRA PUAN ANDARA 203100072 | SYAFRUDDIN, 5308, MH. IDA MARTINELL, SH., MM, DI KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTANAD!
CABAIG TUASAN
IMPLEMENTAS! PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOWOR £7 TAHUN
19 INURUL ARIPIN 2003100083 | SYAFRUDGiN, S.508,, M.H. Dr. AGUNG SAPUTRA, 5.50s., MAP. 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KABUFATEN GAYO
LUES
Or. AGUNG SAPUTRA, IMPLEMENTAS! PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NCUOR § TASUN
2 —!.1: PRIBADI 2003100030 " S Son MAP. Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.508., MSL. | 2003 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMSINAAN WANITA TUNA SUSILA

DI KOTA MEDAN
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u M S U UMSL Alrecita Unggnd Borcdesardan Keam tusen Uadan Abrsditas Navioral Pargueen Trggl Mo 111 10BANS T AR XPPT 2022
Pusast Administrast: Jstan Mukhtar Basrl No. 3 Madan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax. ( 061) 6625474 - 6631001

Unggi (contas| TP T oM Mrpummusckd ™ lp@umensedd 11 urmumedan T urumedsn 0 e sumedar ™ umametan
b g !
Sk-5
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR
NamaLengkap REZADTARMNQ oo B e .
NPM SBRONISOORM. o iR

Program Studi  : lmw. AdminVtl  pubyk
Judul Tugas Akhir : Eyexvaraf forgfl ergam 2ing. baian:. freoranm Wampuns. 1Him.
Crrenhm).dL.pinas. Liinghungan. Hidup Fabrren. hore

No Tanggal | Kegiatan Advis / Bimbingan Paraf Pembimbing

1 |Waesempertats| ~ Punbboasy Usalotian Pada BO|r 01
- - Atc 3+0 T

3-lao.ianx |- PA/LAG'M./&V.WM"JMM r’...u,s,.,e_—.;t

y. 30.12 25 |~ M t‘/‘/@ i
—-P”Ue..\_.;e,“, Yurr Lnthom Pada B4 |ii0

12.\2. 23

10. 1. 26

_ Ate BB I
20.1.26

‘ 1

: y
7.| 6. 2. zb—PMWWMP-ABJE¢Q‘%/
8

9

2012&-/\»%3-4—6117.(4/"\\3—-\/@2 1/

|2s- 2. 2t |[Lnqhape syarat wlonphaqian

|28, 2. 26,

NIDN: énsoos 6601

@8 o>




MAJELIS TENDIDIKAN TINGGE PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNSU T Unggul B Perguruan Tinggi No. 191 VSK/BAN-PTIAR KPPT/V2022
{erpercay, Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - “31”3
:'_'_"_'_.c':_. G O https:Msipumsuacid ™ fisip@umsuacid  Flumsumedan Mumsumedan d: o
Nomor  : 149KET/11.3. AU/UMSU-03/F/2026 Medan, 26 Rajab 1447 H
Lampinan : -- 15 Januari 2026 M
Hal : Mohon Diberikan izin

Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan schat wal'afiat serta sukses dalam
menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon
kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, atas nama :

Nama mahasiswa : REZA PRAMANA

NPM : 2203100064

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Semester ¢ VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING

DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM
(PROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARO

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin litian
diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Aprnes Kalersbon Malerae *
e B

D @ MO Eeuws
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PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN DJAMIN GINTING Gg. CIK DITIRO KABANJAHE

G
Nomor : 660/ 213 /pLH /2916

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dengan ini menerangkan bahwa :
No | NAMA NIM

1. | REZA PRAMANA 2203100064

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Karo dengan judul *EFEKTIVITAS FUNGSI ORGANIZING
DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARO" dan selama penelitian telah menjaga ketertiban dan
kenyamanan di lingkungan penelitian. Surat keterangan ini diberikan untuk
keperiuan Skripsi

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya..

\bd\Ginting, S.Hut.,M.Si.
N emb la
“NIP-19850413 201101 1 015

Dipindal dengan CamScanner
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PERPUSTAKAAN
Terakreditasi A Mevdasartan Ketetapan Perpustabas Nasionat R epublih Tbonescs Mo i1 AP JTIX J018
Pasat Administrast : Jalan Kapten Mukhtar Basrd No. 3 Medan 20238 Teyy, (061) 66224567
UMSU Ser e mziisom) @ b/ perpusiakaan wmee scid P perprstabann e amn i W g T
-
SURAT KETERANGAN

Nomor; 01 148/KET/11.3-AU/UMSU-P/M/2026 |
Seal\liE .\1 v
)

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini mencrangkan :

Nama i REZA PRAMANA
NPM : 2203100064
Fakultas ¢ llmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan/ P.Studi  : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan  Perpustakaan  Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

e d{n. 16 Ramadhan 1447 H

22k

05 Maret 2026 M

ammad Arifin, M.Pd.
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LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Mr. Reza Pramana

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This jounal is published by the public
administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “Efektivitas Fungsi Organizing
dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo™
has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 6 No 2 December
(2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, February 02, 2026
Editor In Chief

dir Ali, $.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : htip: jurnal.umsu ac.id index php JAPK index
Contact: 082160559891
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KARO oy

TANGGAL 2TJANUAR 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANSAS! AN TATAKERUA PERANGRAT DAERAH

KEPALA DINAS FABUPATEN KARO

\atid, Paastaan, Pesastan Parincingin D
Pemgeloisae Unghngan Heus

SUORIA HOSANNA B TARIGAN, ML




STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARO PERATURAN BUPATI KARD NOMOR 02 TAHUN 2022

TANGGAL Z7JANUAR) 2022
TENTANG SUSUNAN ORGAWISAS! DAN TATA KERUA PERANGKAT DAERAH

KEPALADINAS KASUPATEN KARO
[ sovearionn |

Araan, s pergrs i
1 ngrangan dus.
| Feringiatin Gaeiits

ACSIANKA 81 TARIGAN, ST MA TNGUNA SAMUTL SNUKABAN, 57

ol Pwwscanann don Kaflan
Davpah Ungrangsn

K NASRAN SEMMANE ST WS

L Pergadian Das Pemyeestion

Serghens Lnghurgmn
108 ARNARV SITER .8

| Pasegatan Hurn Lnglangan

DANTL PEANLST
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~ e avers A RARTATIRY AL SUITIS S

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Ske-10

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN! PANGGILAN UJJAN TUGAS AKHIR ° 5
PS1 DAN iL s
Nomor ; 7T63UNDJIL3 AUUMSU-0XF/2026
Pogram Studi : limu Administrast Publk
Harl, Tanggal . Kamis, 09 April 2026
Tempat © AusFISIPUMSU Lt 2
Pembukaan . 0BRISWIB
Nomor y TIM PENGUJ
Noma Bahasiows Pokok | Waktu Jusdul Uan Tugas Akhr
i PENGUA1 PENGUN PENGUA I
EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING PACA PROGRAM
DINANABILAMASIBUAN | 2203100084 | 4 - Wﬁwﬂzﬁ_ﬁwmﬂa s _nﬂmﬂ_ﬁﬁzﬂ, 5 MARTINELLY, SH. | ooy maNGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN SULO BRAYAN
1 -MSL[RIZKY, 8.80s. _DARAT 1 KOTA MEDAN
' 2 WWPLEMENTAS! PERATURAN DAERAH NOWMCR 10 TAUN 2027
ADZLLA SAPUTRI 2203100003 OAWRTIELLY St IWRDASMELALA, . [RAFEOAHIAUR TENTANG LARANGAN PEMBUANGAN UMBAH CAR KESELOKAN 31
v S.S0s., MSP. PIZKY, 5.S08., MA o
! : < . JEHAN RIDHO IMPELEMENTAS! KEBUAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 1
TIFARASIC T 203100008 t S.Sos., MSP SYAFRUDDIN, £.S08, MH |7, 4 RSYAH, 5 508, M. KABUPATEN DEL| SERDANG
: ; INPLEVENTAS] PERATURAN SUPATI NOWOR 20 TAHUN 321
HAM M ISNAN AL AZWAR | 2203100055 iﬂgzﬁﬁ. S, m_zﬂ_mommﬂ_eefps ﬁﬁwﬁﬂg TENTANG PENGGUNAAN PAKALAN DINAS APARATLR SPTL NESARA
A\ £ X _ e DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
Or, JEHAN RiDHO IDASHELAA [0 o o | EFEXTVITAS FUNGS! CRGANZING DALAM FROGRAM KAMPUNG
ZHARSYAH, S.50s., MSi. [S:808., MSP. : IKLIM (FROKLIM) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KASUPATEN KARO

Assoc. Prof. Dr,

N SALEH., MSP,

Medan, 19 Syowal 1447 H
07 Maret 2025 M

@ SwE
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi

Nama : Reza Pramana
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Mulia 03 Juni 2024
NPM : 2203100064
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Raya Dusun IV Berastagi
No.telepon : 087892221434
E-Mail
Anak ke : 2(dua) dari 3 (bersaudara)
Data Orangtua
Nama Ayah : Misiadi Manggara
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sumini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Raya Dusun IV Berastagi
Riwayat Pendidikan
2010-2016 : SD Negeri 040443 Kabanjahe
2016-2019 : SMP Negeri 1 Kabanjahe
2019-2022 : SMA Swasta Muhammadiyah Kabanjahe
2022-2026 : S-1 Studi [lmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Dengan Sebenar- Benarnya
Medan, 14 Maret 2026

Reza Pramana



